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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat
Rahmat dan karuniaNya kami telah menyusun Keterangan/ Penjelasan Rancangan
Peraturan Wali Kota tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Penyusunan Peraturan Wali Kota ini merupakan langkah startegis sekaligus komitmen
Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang
berkelanjutan. Penetapan kelas jabatan tidak hanya sekedar formalitas administratif,
melainkan instrument penting untuk menciptakan sistem sistem manajemen Sumber
Daya Manusia (SDM) yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Daerah disusun sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 dan terbitnya
Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
terhadap evaluasi jabatan Pemerintah Kota Surakarta. Untuk itu diharapkan semua
pihak dapat membantu dan memahami serta berpartisipasi dalam implementasi
Peraturan Wali Kota tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Daerah, kami susun agar dapat memberikan gambaran terkait
perlunya penetapan kelas jabatan melalui Peraturan Wali Kota. Kami mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Peraturan Wali
Kota Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Surakarta, Januari 2026
Tim Penyusun
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) menuntut
adanya aparatur pemerintah yang profesional, kompeten, dan memiliki
integritas  tinggi. Tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis
memerlukan struktur organisasi yang lincah dan sistem manajemen Sumber
Daya Manusia (SDM) Aparatur yang berbasis kualifikasi dan prestasi kerja.
Oleh karena itu sangat penting dilakukan evaluasi jabatan Evaluasi Jabatan
adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan
menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap
informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. Jika
evaluasi jabatan telah selesai maka implementasi manajemen ASN juga bisa
dilakukan dengan baik. Sebaliknya apabila jika evaluasi jabatan belum selesai,
artinya ukuran dari jabatan terkait risiko, beban, dan tanggung jawab dari tiap
jabatan belum jelas sehingga belum bisa ditentukan posisi, nilai jabatan dan
kelas jabatan masing-masing jabatan.

Berasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara dan Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, mengamanatkan
bahwa instansi Pemerintah wajib melakukan evaluasi jabatan serta Pejabat
Pembina Kepegawaian menetapkan Peraturan tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

Penetapan nilai dan kelas jabatan berdasarkan rekomendasi hasil
evaluasi jabatan dari Meneteri PANRB bertujuan untuk menciptakan birokrasi
yang kapabel dan memberikan pelayanan publik yang prima, Upaya untuk
memberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang adil dan setara
berdasarakan pada bobot tugas, tanggungjawab, dan risiko jabatan, serta
memberikan kepastian mengenai kualifikasi dan stadar kompetensi yang harus
dimiliki ASN untuk mendudukai kelas jabatan tertentu sehingga mendorong



D.

1.

budaya kerja yang kompetitif dan professional. Melalui penetapan Peraturan
Wali Kota tentang Kelas Jabatan ini, diharapkan terciptanya tertib administrasi
kepegawaian yang lebih akuntabel dan memotivasi seluruh ASN di lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan kinerjanya secara
berkelanjutan.

. ldentifikasi Masalah

1. Dalam rangka optimalisasi kinerja organisasi dibutuhkan penentuan dan
pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan melalui
kelas jabatan

2. Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor B/1086/M.SM.02.00/2023 tentang Persetujuan
Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kota Surakarta dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor B/1117/M.SM.02.00/2024 tentang Persetujuan
Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta, maka perlu penetapan Peraturan Wali Kota
tetang kelas jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan di lingkungan
Pemerintah Daerah.

. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur dan
menetapkan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kota Surakarta, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penentuan kelas
jabatan bagi jabatan manajerial dan jabatan non manajaerial yang selanjutnya
digunakan sebagai dasar penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, sistem
penggajian, dan pemberian tunjangan.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surakarta Nomor 138);



BAB I
POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di
Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setelah mendapatkan validasi hasil evaluasi
jabatan maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Peraturan tentang kelas
jabatan di lingkungannya. Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan penyesuaian
evaluasi jabatan untuk jabatan manajerial dan jabatan non manajerial. Jabatan
manajerial meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan
Pengawas. Sedangkan Jabatan non manajerial meliputi jabatan pelaksana dan
jabatan fungsional.

Hasil evaluasi jabatan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri PANRB yang
disampaikan melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor  B/1086/M.SM.02.00/2023 tentang Persetujuan Penetapan
Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor
B/1117/M.SM.02.00/2024 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi
Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, maka perlu penetapan
Peraturan Wali Kota tetang kelas jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Penetapan Kelas Jabatan akan dijadikan pedoman dalam penentuan kelas
jabatan bagi jabatan manajerial dan jabatan non manajaerial yang selanjutnya
digunakan sebagai dasar penyusunan formasi, sistem Kkarir, kinerja, sistem
penggdajian, dan pemberian tunjangan.



BAB llI
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1)

2)

3)

Sasaran
Pokok permasalahan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Wali
Kota ini adalah penentuan nomenklatur jabatan manajerial dan non
manajerial dan kelas jabatannya bagai ASN Pemerintah Kota Surakarta
dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sesuai
kebutuhan organisasi dan sebagai dasar kedudukan ASN dalam
menjalankan tanggungjawab pekerjaan serta kualifikasi pekerjaan yang
sistematis pada setiap Perangkat Daerah.
Jangkauan
Adapun pihak-pihak yang terdampak dalam Rancangan Peraturan Wali
Kota tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah
seluruh Aparutur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Arah Pengaturan
Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah:
a. Menetapkan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta
b. Untuk melaksanakan hasil tindak lanjut hasil persetujuan evaluasi
jabatan yang disampaikan dalam Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi nomor
B/1086/M.SM.02.00/2023 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan
Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor B/1117/M.SM.02.00/2024 tentang Persetujuan
Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta.



B. Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

BAB | Ketentuan umum

BAB Il Evaluasi Jabatan

BAB lll Penetapan Kelas Jabatan

BAB IV Ketentuan Penutup

Lampiran daftar kelas jabatan Manajerial dan Nonmanajerial

I i

Penetapan Peraturan Wali Kota ini pada bulan januari 2026.
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BAB IV
PENUTUP

A. SIMPULAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai amanat Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun
2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor B/1086/M.SM.02.00/2023 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan
Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan Surat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor
B/1117/M.SM.02.00/2024 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi
Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Penetapan
Rancangan Peratuan Wali Kota ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam
penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, sistem penggajian, dan pemberian
tunjangan.

. SARAN

Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diimpelementasikan oleh semua pihak
yang terkait dalam penentuan nomenklatur jabatan dan penetapan kelas

jabatan untuk Jabatan Manajerial dan Jabatan Non Manajerial.

Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daejah Kota Surakarta,

Pembina Tingkat | / IVb
NIP. 19800609 200312 2 003
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